fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan

masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Khairudin et al.

(2019) yang mengatakan bahwa kemandirian keuangan dan efisiensi keuangan daerah

daerah memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui seberapa besar tingkat

kemandirian fiskal pada masing-masing daerah. Kedua, mengetahui sejauh mana anggaran

pemerintah daerah digunakan secara efisien untuk pembiayaan di bidang pendidikan dan

kesehatan pada masing-masing daerah. Ketiga, mengetahui bagaimana pengaruh tingkat

kemandirian fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran daerah terhadap kesejahteraan

masyarakat. Setelah melihat hasil olah data dan pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan

menjadi 3 poin yakni;

(1) Secara umum, kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi

fiskal yang dilihat dari kemandirian fiskal di Indonesia pada tahun 2012-2017 masih
termasuk dalam kategori cukup dan kecil. Pada tingkat provinsi, terdapat dua provinsi
(6,90%) yang termasuk dalam kategori sangat kecil yakni Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat. Sebanyak 51,72% provinsi termasuk dalam kategori kecil, 27,59%
provinsi termasuk dalam kategori cukup, dan 13,72% provinsi termasuk dalam kategori
besar. Pr.ada tingkat kabupaten/kota, sebanyak 70,59% kabupaten/kota masih
termasuk dalam kategori sangat kecil. Sebanyak 28,96% kabupaten/kota termasuk
dalam kategori kecil, sebanyak 0,23% kabupaten/kota termasuk dalam kategori cukup,
dan sebanyak 0,23% kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori besar. Hingga
tahun 2017 belum ada daerah(provinsi, kabupaten/kota) yang memiliki nilai DDF
mencapai kriteria sangat besar. Provinsi-provinsi yang termasuk dalam kategori besar
berada pada Pulau Jawa sementara Provinsi yang termasuk dalam kategori sangat
kecil berada pada Pulau Papua. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali
potensi dari masing masing daerahnya sehingga dapat mendorong peningkatan

perekonomian daerah agar kemandirian dalam hal keuangan daerah dapat tercapai.

(2) Pulau Jawa memiliki nilai efisiensi penggunaan anggaran tertinggi baik di bidang

kesehatan maupun pendidikan di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten/kota, Pulau
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Jawa memiliki nilai efisiensi penggunaan anggaran tertinggi di bidang kesehatan
sedangkan Pulau Maluku memiliki nilai efisiensi tertinggi di bidang pendidikan. Secara
umum, seluruh nilai efisiensi penggunaan anggaran di tingkat provinsi baik bidang
pendidikan maupun kesehatan memiliki trend meningkat dari tahun 2012 hingga 2017.
Berbeda dengan hal tersebut, pada tingkat kabupaten/kota, nilai efisiensi penggunaan
anggaran di bidang pendidikan memiliki trend meningkat dari tahun 2012 hingga 2017,
namun sebaliknya, nilai efisiensi penggunaan anggaran di bidang kesehatan dari tahun
2012 hingga 2017 terlihat adanya penurunan. Secara keseluruhan tingkat efisiensi di
Indonesia pada tahun 2012-2017 baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota masih
inefisien. Hal tersebut dapat terlihat dari skor efisiensi masing masing wilayah yang
masih sangat rendah. Hal tersebut mengindikasikan adanya pemborosan dalam
penggunaan anggaran. Penulis menduga adanya program atau fasilitas yang masih
belum tepat sasaran sehingga akan lebih baik apabila dilakukan penelitian lebih lanjut

mengenai penyebab terjadinya inefisiensi.

(3) Desentralisasi fiskal, efisiensi penggunaan anggaran di bidang pendidikan, dan
efisiensi penggunaan anggaran di bidang kesehatan signifikan secara statistik
berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat pada tingkat provinsi,
kabupaten, dan kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia dengan
diberlakukannya desentralisasi fiskal memang betul dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan teori federalisasi fiskal yang dikemukakan
oleh hayek (1945). Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran juga memengaruhi
kesejahteraan masyarakat uang berarti untuk pemerintah perlu melakukan yang
terbaik dalam menggunakan anggaran baik di bidang kesehatan ataupun pendidikan

karena hal tersebut dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka, saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan Derajat
Desentralisasi Fiskal dengan cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah
seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam wajib pajak. Selain itu, meningkatkan skor
efisiensi penggunaan anggaran baik di bidang kesehatan maupun pendidikan, karena baik
nilai efisiensi ataupun DDF sudah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode 2012-2017. Saran untuk peneliti
selanjutnya yang berminat untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaruh desentralisasi fiskal
dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat adalah melanjutkan

bahasan mengenai apa yang menyebabkan suatu daerah menjadi tidak efisien atau
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bagaimana cara meningkatkan efisiensinya. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya juga
diharapkan dapat melihat efisiensi penggunaan anggaran di bidang lain selain pendidikan dan

kesehatan.
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